
acceptance of the practice. 
Immigrants are particularly 
vulnerable, but individuals 
also may be forced into la-
bor in their own countries. 
Female victims of forced or 
bonded labor, especially 
women and girls in domes-
tic servitude, are often 
sexually exploited as well. 

Sex Trafficking 
When an adult is coerced, 
forced, or deceived into 
prostitution – or maintained 
in prostitution through co-
ercion – that person is a 
victim of trafficking. All of 
those involved in recruiting, 
transporting, harboring, 
receiving, or obtaining the 
person for that purpose 
have committed a traffick-
ing crime.  

Continue to page 3             

Over the past 15 years, 
“trafficking in persons” or 
“human trafficking” have 
been used as umbrella terms 
for activities involved when 
one person obtains or holds 
another person in com-
pelled service. The Traffick-
ing Victims Protection Act 
(TVPA) describes this com-
pelled service using a num-
ber of different terms: in-
voluntary servitude, slav-
ery, debt bondage, and 
forced labor. 

Under the UN’s Protocol to 
Prevent, Suppress and Pun-
ish Trafficking in Persons, 
especially Women and Chil-
dren (the Palermo Proto-
col) and the TVPA, people 
may be trafficking victims 
regardless of whether they 
were born into a state of 

servitude or were trans-
ported to the exploitative 
situation, whether they 
once consented to work for 
a trafficker, or whether they 
participated in a crime as a 
direct result of being traf-
ficked. At the heart of this 
phenomenon are the myriad 
forms of enslavement – not 
the activities involved in 
international transportation. 

Major Forms of Human 
Trafficking Include: 

Forced Labor 
Also known as involuntary 
servitude, forced labor may 
result when unscrupulous 
employers exploit workers 
made more vulnerable by 
high rates of unemploy-
ment, poverty, crime, dis-
crimination, corruption, 
political conflict, or cultural 
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Based on mutual respect 

and shared values, the U.S 
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democracy, sustain the  

environment, promote 

prosperity, enhance  

understanding and ensure 

security for our people, our 

nations, and our region.  

POINT OF INTEREST : 

2011  TRAFFICKING IN PERSONS REPORT 

the fight against forced la-
bor, sexual exploitation, 
and modern-day slavery.  

Get the full report at: 
http://goo.gl/fBBPQ 

Related link: 
Office to Monitor and 
Combat Trafficking in Per-
sons: http://goo.gl/M7Biu 
 

The Trafficking in Persons 
Report,  released annually by 
the Department of State’s 
Office to Monitor and 
Combat Trafficking in Per-
sons, is the most compre-
hensive worldwide report 
on the efforts of govern-
ments to combat severe 

forms of trafficking in per-
sons. Its findings will raise 
global awareness and spur 
countries to take effective 
actions to counter traffick-
ing in persons. The annual 
report serves as the primary 
diplomatic tool through 
which the U.S. Government 
encourages partnership and 
increased determination in 

http://goo.gl/fBBPQ
http://goo.gl/M7Biu
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Dalam laporan Trafficking in 
Persons 2011, Indonesia 
ditempatkan dalam kelom-
pok Tier 2, yaitu  negara 
dengan pemerintahan yang 
tidak sepehunya mematuhi 
standar minimum pengha-
pusan perdagangan manusia, 
yang ditetapkan oleh The 
Trafficking Victims Protec-
tion Act (TVPA), tapi beru-
paya secara signifikan untuk 
memenuhi standar tersebut.  
 
Indonesia merupakan negara 
sumber utama perdagangan 
seks dan kerja paksa bagi 
perempuan, anak-anak, dan 
laki-laki, dan dalam ting- 
katan yang jauh lebih rendah 
menjadi negara tujuan dan 
transit perdagangan seks dan 
kerja paksa. Sejumlah besar 
pekerja migran Indonesia 
menghadapi kondisi kerja 
paksa dan terjerat utang  di 
di negara-negara Asia yang 
lebih maju dan Timur Te-
ngah 
 
Berdasarkan survei dan data-
data dari IOM (International 
Organization for Migration), 
pemerintah Indonesia dan 
sebuah LSM terkemuka yang 
bergerak di bidang anti-
perdagangan di Indonesia, di 
dapat fakta-fakta berikut ini: 

Diperkirakan ada 6,5 juta 
sampai 9 juta Tenaga Kerja 
Indonesia (TKI) di seluruh 
dunia dan 69 persen dian-
taranya adalah perempuan.  

Terdapat 43-50 persen 
TKI  di luar negeri  men-
jadi korban dari kondisi 
yang mengindikasikan 
adanya perdagangan manu-
sia.  

Dari 3.840 korban perda-
gangan manusia , 90 per-
sen adalah perempuan dan 
56 persen telah dieksploi-
tasi dalam pekerjaan 
rumah tangga.  

Total  82 persen korban 
yang diidentifikasi pada 
tahun 2010 telah menjadi 
korban perdagangan 
manusia ke luar negeri; 
18 persen diantaranya 
menjadi korban perdaga-
ngan manusia di Indone-
sia.  

Sebanyak 50 persen dari 
korban perdagangan 
manusia di Indonesia 
adalah anak-anak 

Di tahun 2010, terdapat 
471 migran Indonesia 
kembali dari Timur Ten-
gah tengah hamil akibat 
perkosaan, dan 161 orang 
lainnya kembali dengan 
anak-anak yang telah lahir 
di Timur Tengah. 

 
Dari hasil wawancara suka-
rela dengan korban perdaga-
ngan manusia, dilaporkan 
bahwa mereka mengalami 
bentuk-bentuk pelecehan 
yang kesemuanya kondusif 
untuk perdagangan manusia 
yaitu:  

Gaji ditahan (85 persen) 

Jam kerja berlebihan (80 
persen) 

Pembatasan pergerakan 
(77 persen) 

Pelecehan verbal atau 
psikologis (75 persen) 

Penyitaan dokumen per-
jalanan (66 persen).  

 
Adapun bentuk-bentuk 
perdagangan manusia yang 
lazim terjadi di Indonesia 

dan pada TKI di luar negeri 
adalah: 

Prostitusi /pelacuran 
paksa terhadap anak dan 
perempuan TKI Indone-
sia. 

Eksploitasi anak-anak 
sebagai pekerja di  rumah 
tangga maupun industri 
rumahan  

Kerja paksa pertanian, 
pertambangan, dan peri-
kanan di daerah pedala-
man. 

  
Lebih lanjut, IOM meya-
takan bahwa perusahaan 
yang merekrut TKI baik 
legal dan ilegal, bertang-
gung jawab atas lebih dari 
50 persen tenaga kerja pe-
rempuan yang mengalami 
kondisi perdagangan manu-
sia di negara tujuan.  
 
Cara-cara yang lazim 
digunakan oleh perusahaan 
perekrutan/perantara peru-
sahaan perekrutan dan pe-
laku perdagangan  manusia 
adalah:  

Memberikan janji-janji 
mendapatkan pekerjaan 
dengan upah tinggi di 
industri jasa pariwisata. 

Menjebak calon korban 
dalam jeratan hutang. 

Menculik calon korban, 
terutama anak-anak pe-
rempuan dan perempuan 
muda. 

Pernikahan palsu 

Penipuan terhadap pela-
jar sekolah kejuruan me-
lalui kesempatan magang.  

Penyitaan paspor.  
 
Mengacu pada laporan Traf-
ficking in Persons 2011, pe-

merintah Indonesia telah 
melakukan sejumlah refor-
masi yang secara signifikan 
meningkatkan  koordinasi 
dan efektivitas dari 19 ke-
mentrian dan lembaga ne-
gara yang terlibat dalam 
penanganan perdagangan 
manusia. Beberapa contoh 
langkah kongkrit yang su-
dah dilaksanakan:  

Membentuk Koalisi Na-
sional Penghapusan Ek-
sploitasi Seksual Komer-
sial Anak di Universitas 
Indonesia untuk menga-
tasi penipuan kesempatan 
magang terhadap pelajar 
sekolah kejuruan. 

Mengklarifikasikan peran 
Badan Nasional Penem-
patan dan Perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia 
(BNP2TKI) di Luar 
Negeri dalam menerap-
kan Undang-Undang 
(UU) Tenaga Kerja Indo-
nesia tahun 2004 (UU 
No 39). 

Menetapkan  UU imigrasi 
baru dan menyediakan 
instrumen hukum tamba-
han untuk mengatasi 
keterlibatan pejabat 
penegak hukum dalam 
perdagangan dan penye-
lundupan manusia. 

Menyusun Rancangan 
UU (RUU) yang lebih 
progresif untuk 
melindungi TKI di luar 
negeri, termasuk korban 
perdagangan manusia 
secara lebih efektif.  

Melarang sertifikasi 
pekerja migran perem-
puan Indonesia yang akan 
pergi ke Arab Saudi dan 
Yordania, menyusul la-
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Sex trafficking also can occur 
within debt  bondage, as 
women and girls are forced 
to continue  

in prostitution through the 
use of unlawful “debt” pur-
portedly incurred through 
their transportation, recruit-
ment, or even their crude 
“sale” – which exploiters 
insist they must pay off be-
fore they can be free. It is 
critical to understand that a 
person’s initial consent to 
participate in prostitution is 
not legally determinative: if 
they are thereafter held in 
service through psychologi-
cal manipulation or physical 
force, they are trafficking 
victims and should receive 
benefits outlined in the Pal-
ermo Protocol and applica-
ble domestic laws. 

Bonded Labor 
One form of force or coer-
cion is the use of a bond, or 
debt. Often referred to as 
“bonded labor” or “debt 
bondage,” the practice has 
long been prohibited under 
U.S. law by the term peon-
age, and the Palermo Proto-
col requires its criminaliza-
tion as a form of trafficking 
in persons. Workers around 
the world fall victim to debt 
bondage when traffickers or 
recruiters unlawfully exploit 
an initial debt the worker 
assumed as part of the terms 
of employment. Workers 
also may inherit debt in 
more traditional systems of 
bonded labor. In South Asia, 
for example, it is estimated 
that there are millions of 
trafficking victims working 
to pay off their ancestors’ 

debts. 

Debt Bondage Among 
Migrant Laborers 
Abuses of contracts and 
hazardous conditions of 
employment for migrant 
laborers do not necessarily 
constitute human traffick-
ing. However, the imposi-
tion of illegal costs and 
debts on these laborers in 
the source country, often 
with the support of labor 
agencies and employers in 
the destination country, can 
contribute to a situation of 
debt bondage. This is the 
case even when the 
worker’s status in the coun-
try is tied to the employer 
in the context of employ-
ment-based temporary 
work programs. 

Involuntary Domestic 
Servitude 
A unique form of forced 
labor is the involuntary ser-
vitude of domestic workers, 
whose workplaces are infor-
mal, connected to their off-
duty living quarters, and not 
often shared with other 
workers. Such an environ-
ment, which often socially 
isolates domestic workers, 
is conducive to nonconsen-
sual exploitation since au-
thorities cannot inspect pri-
vate property as easily as 
they can inspect formal 
workplaces. Investigators 
and service providers report 
many cases of untreated 
illnesses and, tragically, 
widespread sexual abuse, 
which in some cases may be 
symptoms of a situation of 
involuntary servitude. 

Forced Child Labor 
Most international organi-
zations and national laws 
recognize children may 
legally engage in certain 
forms of work. There is a 
growing consensus, how-
ever, that the worst forms 
of child labor, including 
bonded and forced labor of 
children, should be eradi-
cated. A child can be a vic-
tim of human trafficking 
regardless of the location of 
that nonconsensual exploi-
tation. Indicators of possi-
ble forced labor of a child 
include situations in which 
the child appears to be in 
the custody of a non-family 
member who has the child 
perform work that finan-
cially benefits someone 
outside the child’s family 
and does not offer the child 
the option of leaving. 

Anti-trafficking responses 
should supplement, not 
replace, traditional actions 
against child labor, such as 
remediation and education. 
When children are en-
slaved, however, their 
abusers should not escape 
criminal punishment by 
virtue of long-standing ad-
ministrative responses to 
child labor practices. 

Child Soldiers 
Child soldiering is a mani-
festation of human traffick-
ing when it involves the 
unlawful recruitment or 
use of children – through 
force, fraud, or coercion – 
as combatants or for labor 
or sexual exploitation by 
armed forces. Perpetrators 
may be government forces, 

paramilitary organizations, 
or rebel groups. Many chil-
dren are forcibly abducted 
to be used as combatants. 
Others are unlawfully made 
to work as porters, cooks, 
guards, servants, messen-
gers, or spies. Young girls 
can be forced to marry or 
have sex with male combat-
ants. Both male and female 
child soldiers are often 
sexually abused and are at 
high risk of contracting 
sexually transmitted dis-
eases. 

Child Sex Trafficking 
According to UNICEF, as 
many as two million chil-
dren are subjected to pros-
titution in the global com-
mercial sex trade. Interna-
tional covenants and proto-
cols obligate criminalization 
of the commercial sexual 
exploitation of children. 
The use of children in the 
commercial sex trade is 
prohibited under both the 
Palermo Protocol and U.S. 
law as well as by legislation 
in countries around the 
world. There can be no 
exceptions and no cultural 
or socioeconomic rationali-
zations preventing the res-
cue of children from sexual 
servitude. Sex trafficking 
has devastating conse-
quences for minors, includ-
ing long-lasting physical 
and psychological trauma, 
disease (including HIV/
AIDS), drug addiction, 
unwanted pregnancy, mal-
nutrition, social ostracism, 
and possible death. 

Source: http://goo.gl/
I3BeN 
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Contact Info:  
Information Resource Center  (IRC) 
Public Affairs Section  
U.S. Embassy Jakarta  
Address:  
Jl. Medan Merdeka Selatan 4-5, Jakarta 
10110, Indonesia  
Tel.: (021) 350-8467  
Fax.:(021) 350-8466  
Email: ircjakarta@state.gov  
Website:  
http://jakarta.usembassy.gov/irc.html  
Walk-in Visitors (by appointment only):  
Monday to Friday; from 07:30 to 16:00  
Closed on U.S. and Indonesian holidays . 
Check the list of holidays at:  
http://jakarta.usembassy.gov/holidays.html 

The U.S. Embassy’s Information Resource Center (IRC) in Jakarta is a  

specialized reference and research facility. Our goal is to provide you with accu-

rate, up-to-date and authoritative information about U.S. society and policy ma-

terials, cover such topic as U.S. foreign policy, government, economics and 

trade, history, social and cultural issues.  

 

The IRC collection includes an up-to-date reference collection, a periodicals 

section, and access to extensive online databases.  

For details on reference and periodical collections, please check our online cata-

log at http://69.63.217.22/U10086Staff/OPAC/index.asp. 

For all IRC information products, including this info package are available online 

at: http://jakarta.usembassy.gov/infoproduct.html 

 

Information queries may be submitted to us by phone, fax, mail, and e-mail. You 

are also welcome to visit us by appointment for personal research assistance.  

TRAFFICKING IN PERSONS REPORT 2011: INDONESIA (continued from page 2) 

perekrutan. 

Meningkatkan upaya untuk 
menuntut dan menghukum 
para pejabat publik - teru-
tama penegak hukum dan 
pejabat Kementerian 
Tenaga Kerja yang terlibat 
dalam perdagangan manu-
sia 

Melakukan upaya untuk 
menuntut dan menghukum 
mereka yang memperoleh 
pelayanan seksual komer-
sial anak 

Meningkatkan pendanaan 
pemerintah di semua ting-
katan administrasi pemer-
intahan bagi upaya penega-
kan hukum, penyelamatan, 
pemulihan, dan reintegrasi 
korban perdagangan manu-
sia 

Meningkatkan upaya untuk 
melindungi pekerja rumah 
tangga di Indonesia, 
khususnya anak-anak, me-
lalui penegakan hukum, 
kesadaran masyarakat dan 
bantuan untuk keluarga 

rangan serupa yang sudah 
diberlakukan untuk TKI 
perempuan Indonesia yang 
akan ke Malaysia.  

 
Lebih lanjut, laporan Traffick-
ing in Persons 2011 mereko-
mendasikan hal-hal berikut 
ini: 

Pemerintah Indonesia 
mengesahkan RUU yang 
akan mengubah Undang-
undang Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga 
Kerja  Indonesia di Luar 
Negeri tahun 2004.  

Melakukan upaya yang 
lebih besar untuk menun-
tut dan menghukum pi-
dana agen perekrutan 
tenaga kerja yang terlibat 
dalam perdagangan dan 
praktek rekrutmen gelap 
yang memfasilitasi perda-
gangan manusia, termasuk 
mengenakan biaya perek-
rutan yang tidak sebanding 
dengan pelayanan yang 
diberikan perusahaan 

Mengingat kerentanan 
khusus terhadap perdagan-
gan manusia 

memperbaiki pengumpu-
lan dan analisis laporan 
serta laporan dari masyara-
kat tentang data kompre-
hensif tindakan penegakan 
hukum yang diambil ber-
dasarkan undang-undang 
tahun 2007. 

Meningkatkan koordinasi 
dengan pemerintah negara 
lain yang juga mengirim-
kan tenaga kerja ke luar 
negeri, melalui ASEforum 
migrasi regional seperti 
Colombo Process dengan 
tujuan menciptakan ker-
angka kerja migrasi re-
gional yang akan 
melindungi pekerja dari 
perdagangan dan eksploi-
tasi manusia. 

Meningkatkan upaya untuk 
memerangi perdagangan 
manusia melalui kampanye 
kesadaran dengan sasaran 
aparat pemerintah dan 

penegak hukum di semua 
tingkatan pemerintahan di 
daerah yang menjadi sum-
ber perdagangan manusia 
utama. 

 
Disarikan dari: 2011 Traffick-
ing in Persons Report: Narrative 
Country-Indonesia 
Versi lengkap bisa diakses di: 
http://goo.gl/KJXkc (dalam 
bahasa Indonesia) 
http://goo.gl/NBQlN  (in 
English version) 

 
“Modern slavery – be it 
bonded labor, involuntary 
servitude, or sexual slavery 
– is a crime and cannot be 
tolerated in any culture, 
community, or country … 
[It] is an affront to our values 
and our commitment to hu-
man rights.” – Hillary 
Rodham Clinton, Secretary 
of State 

http://jakarta.usembassy.gov/holidays.html
http://goo.gl/KJXkc
http://goo.gl/NBQlN

